WALI KOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN WALI KOTA BENGKULU
NOMOR ® TAHUN 2024
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA BENGKULU
NOMOR 20 TAHUN 2020 TENTANG PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR,

Menimbang

Mengingat

DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

a.

WALI KOTA BENGKULU,

bahwa untuk menjamin kepastian hukum dalam
menentukan persyaratan penerimaan calon peserta didik
baru, yang sesuai dengan pedoman pelaksanaan
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 1
tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada
Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah
Menengah Pertama, perlu meninjau kembali Peraturan
Walikota Bengkulu Nomor 20 Tahun 2020 tentang
Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-
Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Wali Kota tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Walikota Bengkulu Nomor 2 Tahun 2020 tentang
Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-
kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun
1856 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 55), Undang-
Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara
Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat
Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956
Nomor 57) Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II
Termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat
I Sumatera Selatan, Sebagai Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1821);

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang
Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);



Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasiona! (Lembaran Negera Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomorl2
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6801},

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesita Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang
Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan
Pelaksanaan Pemerintahan di Provinsi Bengkulu
(Lembaran WNegara Republik Indonesia Tahun 1968
Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2854);

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang
Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6676), sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4
Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar
Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6762);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036},
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomorl57);



Menetapkan

10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1
Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada
Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah
Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah
Menengah Kejuruan Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 6);

11. Peraturan Walikota Nomor 20 Tahun 2020 Tentang
Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-
Kanak, Sekolah Dasar, Dan Sekolah Menengah Pertama
(Berita Daerah Kota Bengkulu Tahun 2020 Nomor 20},
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota
Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan
Walikota Bengkulu Nomor 20 Tahun 2020 tentang
Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-
Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama
(Berita Daerah Kota Bengkulu Tahun 2021 Nomor 14);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA
ATAS PERATURAN WALIKOTA BENGKULU NOMOR 20
TAHUN 2020 TENTANG PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR, DAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA.

Pasal |

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 20
Tahun 2020 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada
Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah
Pertama (Berita Daerah Kota Bengkulu Tahun 2020 Nomor 20)
diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 sesudah angka 13 ditambahkan 4
(empat) angka vaitu angka 14, angka 15, angka 16, dan
angka 17, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Bengkulu.

2. Pemerintah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang
memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang
menjadi kewenangan Daerah Otonom.

Wali Kota adalah Walikota Bengkulu.

4. Dinas adalah Perangkat Daerah yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah
dibidang pendidikan.

5. Kepala Dinas adalah Kepala Perangkat Daerah yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah
dibidang pendidikan.

6. Sekolah adalah sekolah dasar dan sekolah
menengah pertama.

7. Taman Kanak-kanak, yang selanjutnya disebut TK
adalah salah satu bentuk Sekolah anak usia dini
pada jalur pendidikan formal.

w




10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Sekolah Dasar, yang selanjutnya disingkat SD,
adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal
yang menyelenggarakan pendidikan umum pada
jenjang pendidikan dasar.

Sekolah Menengah Pertama, yang selanjutnya
disingkat SMP, adalah salah satu bentuk satuan
pendidikan formal yang menyelenggarakan
pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar
sebagai lanjutan dari SD, madrasah ibtidaiyah atau
bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil
belajar yang diakui sama atau setara SD atau
madrasah ibtidaiyah.

Penerimaan Peserta Didik Baru, yang selanjutnya
disingkat PPDB, adalah penerimaan peserta didik
baru di Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar dan
Sekolah menengah Pertama.

Rombongan Belajar adalah kelompok peserta didik
yang terdaftar pada satuan kelas dalam satu
Sekolah.

Ujian Nasional yang selanjutnya disingkat UN
adalah kegiatan pengukuran capaian kompetensi
lulusan pada mata pelajaran tertentu secara
nasional dengan mengacu pada Standar Kompetensi
Lulusan.

Data Pokok Pendidikan, yang selanjutnya disingkat
Dapodik adalah suatu sistem pendataan yang
dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan
Kebudayvaan yang memuat data satuan pendidikan,
peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan,
dan substansi pendidikan yang datanya bersumber
dari satuan pendidikan yang terus menerus
diperbaharui secara online.

Implementasi Kurikulum Merdeka yang selanjutnya
di singkat [KM adalah sebagai bagian dari upaya
pemulihan pembelajaran, IKM dikembangkan
sebagai kerangka kurikulum yang lebih fleksibel,
sekaligus berfokus pada materi esensial dan
pengembangan karakter dan kompetensi peserta
didik.

Program Indonesia Pintar yang selanjutnya disingkat
PIP adalah bantuan uang tunai perluasan akses dan
kesempatan belajar dari pemerintah yang diberikan
kepada peserta didik yang berasal dari keluarga
miskin atau rentan miskin untuk membiayai
pendidikan Program.

Program Keluarga Harapan yang selanjutnya
disingkat PKH adalah program pemberian bantuan
sosial bersyarat kepada keluarga miskin dan rentan
yvang terdaftar dalam data terpadu program
penanganan fakir miskin, diolah oleh Pusat Data
dan Informasi Kesejahteraan Sosial.

Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya
disingkat DTKS adalah data induk yang berisi data
pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, penerima
bantuan dan pemberdayaan sosial serta potensi dan
sumber kesejahteraan sosial.




Ketentuan Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) diubah, serta
diantara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 13, disisipkan 3 (tiga)
ayat yaitu ayat (2a), ayat (2b), dan ayat (2c}, sehingga
Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

(1)

(2a)

(2b)

Pasal 13

Jalur Afirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8
huruf b diperuntukkan bagi calon peserta didik baru
vang berasal dari:

a. keluarga ekonomi tidak mampu; dan
b. penyandang disabilitas.

Calon Peserta didik baru yang berasal dari
keluarga ekonomi tidak mampu sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a dibuktikan
dengan keikutsertaan peserta didik dalam program
penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah,
Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kota.

Bukti keikutsertaan calon peserta didik baru
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang berasal
dari keluarga ekonomi tidak mampu yang dapat
digunakan antara lain :

a. Kartu PIP yang diterbitkan oleh Kementerian
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan
di bidang pendidikan dalam Dapodik;

b. Kartu PKH yang diterbitkan oleh kementerian
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan
di bidang sosial dan terdata dalam DTKS
Dinas Sosial; atau

c. bukti keikutsertaan program penanganan
keluarga tidak mampu lainnya yang
diterbitkan oleh Pemerintah atau Pemerintah
Daerah.

Kartu Indonesia Sehat dan Surat Keterangan Tidak
Mampu tidak menjadi bukti keikutsertaan calon
peserta didik baru yang berasal dari golongan tidak
mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (2aj).

Bagi calon peserta didik Penyandang Disabilitas

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

dibuktikan dengan:

a. surat keterangan dari dokter dan/atau dokter
spesialis;

b. surat keterangan dari psikolog; dan/atau

c. kartu Penyandang Disabilitas yang
dikeluarkan oleh kementerian yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang sosial.

Kuota pendaftaran melalui jalur afirmasi
sebagaimana dimaksud dengan ayat (1) paling
sedikit 15% (lima belas persen) dari daya tampung
Sekolah.




(4) Peserta didik yang masuk melalui jalur afirmasi
merupakan peserta didik yang berdomisili di dalam
dan di luar wilayah 2zonasi Sekolah yang
bersangkutan.

Ketentuan Pasal 14 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 14
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

(1) Bukti keikutsertaan dalam program penanganan
keluarga tidak mampu sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 13 ayat (2a), ayat (2b) dan ayat (2c)
wajib dilengkapi dengan surat pernyataan orang
tua/wali peserta didik yang menyatakan bersedia
diproses secara hukum apabila terbukti
memalsukan bukti keikutsertaan dalam program
penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah,
atau Pemerintah Daerah.

(2) Dalam hal terdapat dugaan pemalsuan bukti
keikutsertaan peserta didik dalam  program
penanganan keluarga tidak mampu sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), sekolah bersama Dinas
wajib melakukan verifikasi data dan lapangan serta
menindaklanjuti hasil verifikasi sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal Il

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal & Agustus 2024

Pj. WALI KOTA BENGKULU,

/e

ARIF GUNADI

Diundangkan di Bengkulu

pada tanggal § ;.‘u/ :

i

Pj. SEKRETARIS D
~

2024
RAH KOTA BENGKULU,

EKOG AGUSRIANTO

BERITA DAERAH KOTA BENGKULU TAHUN 2024 NOMOR...2



